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Abstrak: Korupsi menjadi permasalahan yang krusial di Indonesia. Sehingga semua pihak harus ikut andil 
dalam menemukan solusi untuk masalah ini, tidak hanya melalui tindakan represif tetapi juga preventif. 
Disinilah pendidikan harus ikut ambil bagian sebaga i media pembentukan karakter. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah mengeksplorasi implementasi insersi nilai antikorupsi melalui berbagai cara, mulai 
dari kegiatan akademik sampai nonakademik. Systematic literature review akan diaplikasikan dalam 
penelitian ini. Penelitian ini akan mereview dan menganalisis artikel terkait implementasi insersi nilai 
antikorupsi melalui berbagai cara. Penelitian ini menggunakan 44 kumpulan artikel yang diterbitkan dalam 
tujuh tahun terakhir. Terdapat beberapa contoh penyisipan nilai antikorupsi melalui berbagai mekanisme. 
Ada beberapa cara dalam menyemai nilai antikorupsi, antara lain: integrasi ke mata pelajaran atau mata 
kuliah, penggunaan metode pembelajaran, kegiatan nonakademik, dan manajemen atau pengelolaan 
pendidikan berdasarkan nilai antikorupsi. Sudah banyak pihak yang ikut terlibat dalam tindakan preventif 
melawan korupsi. Sehingga diharapkan usaha ini mampu memberikan sumbangsih kepada pemerintah 
dalam strategi pemberantasan korupsi. 
Kata Kunci: Insersi; Antikorupsi; Systemic Literature Review; Lembaga Pendidikan; Nilai Antikorupsi; 
Implementasi. 
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Pendahuluan 

Kasus korupsi terus silih berganti diberitakan diberbagai media pemberitaan. Dari hari ke hari 
artikel pemberitaan tentang tertangkapnya pelaku korupsi terus saja ada. Hal ini mengindikasi-
kan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia semakin pelik. Korupsi mulai mengikis nilai-nilai 
perjuangan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi 
seluruh warga negara. Data survey Transparency International pada tahun 2021 menunjukkan 
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencapai skor 38/100. Pada tahun 2020, Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK) adalah 37/100, 1 poin lebih rendah dari perolehan tahun sebelumnya. 
Dengan capaian nilai 38/100 Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara dalam hal 
penanganan korupsi (Transparency International, 2022). Tentu ini bukan kabar yang baik untuk 
negeri kita. Artinya kita perlu upaya yang lebih dalam penanganan korupsi. Peningkatan Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK) sebesar satu poin patut menjadi catatan. 

Kemudian data kajian lain yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjuk-
kan bahwa Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) berada pada angka 3,93 dari skala 0 sampai 5. Nilai 
0 mengindikasikan masyarakat semakin toleran terhadap korupsi dan nilai mendekati 5 menun-
jukkan sikap yang semakin menolak adanya korupsi. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) pada 
tahun 2021 juga menunjukkan angka kenaikan sebesar 0,05 (3,88) dibandingkan dengan tahun 
2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Data ini menunjukkan bahwa telah terbangun kesadaran 
masyarakat akan bahaya korupsi yang mendorong untuk berperilaku antikorupsi. Pemerintah 
terus berupaya dalam memerangi korupsi dengan menetapkan PP RI No 55 Tahun 2012 mengenai 
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Kemudian ditahun 
2018 ada proses revisi dari peraturan ini yang kemudian muncul PP RI No 54 tahun 2018 yang 
membahas mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Peraturan ini membahas terkait 
target pencegahan korupsi yang tersusun secara sistematis sehingga mampu memberikan dam-
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pak yang nyata. Untuk mendukung program ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan survey 
tiap tahunnya mulai dari tahun 2012 sampai saat ini. Survey ini bertujuan untuk mengukur ting-
kat perilaku antikorupsi masyarakat yang ditunjukkan dengan Indeks Perilaku Antikorupsi 
(IPAK). Tingkat perilaku antikorupsi diukur dari kebiasaan dan pengalaman masyarakat dalam 
layanan publik terkait penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan sembilan nilai antiko-
rupsi (Badan Pusat Statistik, 2022). Sembilan nilai antikorupsi mencakup kejujuran, tanggungja-
wab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan keadil-
an (KPK, 2016). Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) terdiri dari dua aspek, yaitu impresi dan 
pengalaman. Aspek impresi merupakan pandangan masyarakat terkait kultur antikorupsi. Se-
mentara aspek pengalaman berhubungan dengan praktik atau pengalaman langsung antikorupsi 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan antikorupsi sudah mulai terli-
hat. Selain melalui Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pemerintah juga 
telah mencanangkan Program Pendidikan Antikorupsi. Kebijakan Pendidikan Antikorupsi telah 
ditanda tangani empat kementerian: Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud)) pada tahun 2018 terkait nota kesepahaman implementasi pendi-
dikan antikorupsi dalam kurikulum. Pada lembaga Pendidikan, Pendidikan Antikorupsi (PAK) 
diterapkan melalui pembelajaran yang menginternalisasikan nilai antikorupsi. Mata pelajaran 
Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, Ilmu Pengetahuan Sosial 
menjadi mata pelajaran yang bisa digunakan dalam insersi antikorupsi dalam pembelajaran. Wa-
laupun, tidak menutup kemungkinan untuk mata pelajaran lain dapat digunakan menjadi media 
penyemaian antikorupsi. Selain diinternalisasikan dalam mata pelajaran, nilai-nilai antikorupsi 
juga dikembangkan kedalam kegiatan ekstrakurikuler, kultur sekolah, dan pengelolaan sekolah.  

Kajian mengenai Pendidikan Antikorupsi atau usaha dalam menyemai nilai-nilai antikorupsi 
sudah banyak dilakukan. Prinsip antikorupsi bisa diperkenalkan melalui Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan (PPKn) dikelas (Sutrisno, 2017; Sutrisno & Murdiono, 2017; A. Wahyuni et 
al., 2020). Selain dijenjang sekolah, insersi nilai antikorupsi juga dilakukan melalui mata kuliah 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) (Azmi, 2020; Jaya, 2021; Prasetyo et al., 2021; Sa’adiyyah et 
al., 2022). Pendidikan keagamaan juga menjadi salah satu media dalam penyemaian nilai antiko-
rupsi, baik melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) (Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Suyadi, 2019) 
dan Pendidikan Agama Kristen (Pasaribu & Boiliu, 2021). Selain penyisipan nilai antikorupsi 
melalui mata pelajaran, dikembangkan juga berbagai media atau modul Pendidikan Antikorupsi 
diantaranya melalui fliipbook (Slamet & Mukhlis, 2022), storytelling (Biasini et al., 2020), metode 
dialog (Montessori et al., 2021), dan multimedia (Prihati et al., 2019). Diluar pembelajaran dikelas, 
pendidikan antikorupsi juga bisa dilakukan seperti melalui kantin kejujuran (Fatimah & 
Harmanto, 2021), keteladanan (Kurniawan & Setiyowati, 2018), dan bahkan melalui pengelolaan 
pendidikan yang berdasar nilai-nilai antikorupsi (Hamengkubuwono, 2022).  

Sejauh ini fokus penelitian Pendidikan Antikorupsi bisa diklasifikasikan menjadi tiga bagian: 
(1) insersi nilai antikorupsi melalui mata pelajaran, (2) pengembangan media atau metode pem-
belajaran, dan (3) insersi melalui kegiatan diluar pembelajaran dikelas. Berbagai macam bentuk 
penerapan dari insersi nilai antikorupsi menjadikan sebuah peluang untuk melakukan sintesis 
temuan melalui systematic literature review. Hasil penelitian ini akan menjadi sumber informasi 
bagi guru atau praktisi pendidikan lainnya mengenai penerapan pendidikan antikorupsi, karena 
belum ada tinjauan literatur sistematis yang secara khusus berfokus pada topik ini. 

Penelitian ini akan mencoba mengelompokkan penelitian terkait PAK di lembaga pendidikan. 
Sehingga bisa dilihat sudah sejauh mana dampak dari insersi nilai antikorupsi. Penelitian ini 
penting untuk dilakukan karena bisa menjadi bahan kajian tentang keterlaksanaan program 
selama ini. Selain itu, pemetaan kecenderungan penelitian yang ada akan mengungkap celah atau 
gap yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya. Kajian ini akan mencoba menjawab beberapa 
pertanyaan penelitian: (1) Apa saja cara yang sering digunakan dalam implementasi insersi nilai 
antikorupsi?; (2) Siapakah subjek atau sasaran dari implementasi insersi nilai antikorupsi?; (3) 
Apa metode yang sering digunakan dalam penelitian implementasi insersi nilai antikorupsi?; (4) 
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Bagaimana sintesis temuan dari hasil kajian pelaksanaan insersi nilai antikorupsi di lembaga 
pendidikan?. 

Kerangka Teori: Pendidikan Antikorupsi 

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) merupakan salah satu bentuk koreksi budaya yang bertujuan 
untuk menanamkan perilaku logis berdasarkan nilai-nilai antikorupsi (Suyanto, 2005). PAK ber-
tujuan untuk membangun kesadaran tentang kampanye antikorupsi, mengubah pandangan dan 
perilaku terhadap korupsi, dan mengajarkan keterampilan untuk memerangi korupsi (Handoyo, 
2013). Masyarakat saat ini menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, tentu hal ini sangat 
berbahaya. Ketidakpedulian masyarakat akan korupsi akan menambah kesuburan praktik tindak 
korupsi di Indonesia. Di sinilah peran Pendidikan Antikorupsi dalam membangun kesadaran 
publik agar masyarakat tidak mentolerir bentuk korupsi. 

Poin utama dalam intervensi ini adalah untuk membantu siswa menumbuhkan prinsip-prinsip 
moral yang menentang korupsi. Nilai antikorupsi berusaha membekali peserta didik untuk bisa 
menjadi pribadi yang berintegritas. Rumusan kesembilan nilai utama dalam Pendidikan antiko-
rupsi merupakan hasil rumusan KPK dan satuan pendidikan di tahun 2008. Nilai ini disusun 
berdasarkan asumsi penyebab terjadinya korupsi adalah karena inkonsistensi individu dalam 
kredibilitas, responsibilitas, ketaatan, penurunan semangat atau motivasi dalam bekerja, cara 
hidup boros serta hedonis, ketidakmandirian, dan mental menerabas (Kemendikbud & KPK, 
2012). Inkonsistensi pada nilai-nilai inilah yang akan memicu seorang individu melakukan tindak-
an yang koruptif. Oleh karena itu, pendidikan perlu berupaya menanamkan dan menumbuh-
kembangan nilai-nilai antikorupsi.  

Pendidikan Antikorupsi memiliki sasaran utama untuk menumbuhkembangkan budaya anti-
korupsi atau budaya integritas. Diharapkan seluruh komponen sekolah baik itu siswa, guru, 
tenaga kependidikan, dan seluruh elemen sekolah bisa membangun kesadaran diri untuk 
berbudaya integritas. Pembentukan budaya sekolah yang berintegritas bisa diwujudkan melalui 
tiga pilar, manajemen sekolah, pembelajaran, dan partisipasi publik (Kemendikbud & KPK, 2012). 
Pertama, penyelenggaraan manajemen sekolah yang terbuka, kompeten, dan responsibel. Ekosis-
tem sekolah yang sehat dibutuhkan agar terhindar dari praktik perilaku korupsi guna memba-
ngun budaya integritas. Kedua, pembelajaran harus dipadukan dengan nilai-nilai antikorupsi 
termasuk dalam kegiatan non-akademik dengan pengembangan kapasitas diri yang beragam 
serta mata pelajaran akademik dan muatan lokal (mulok) (Kemendikbud & KPK, 2012). Nilai 
antikorupsi bisa dilakukan melalui kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler (Aria & 
Harmanto, 2018). Ketiga, keterlibatan aktif dari masyarakat baik dari warga sekolah, wali murid, 
komite sekolah, dan tokoh masyarakat setempat menjadi salah satu bentuk dukungan dalam pe-
laksanaan pendidikan antikorupsi yang dapat menunjang keberhasilan sekolah dalam membang-
un budaya (Kemendikbud & KPK, 2012). Sudah sepatutnya pendidikan antikorupsi tidak hanya 
dipandang sebagai program pendidikan, namun idealnya dipandang sebagai sebuah gerakan yang 
melibatkan berbagai elemen masyarakat (Supriyanta, 2013).  

Jika kita cermati lebih jauh, pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari pendidikan nilai kare-
na tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kesembilan nilai antikorupsi. Terdapat lima 
pendekatan dalam pendidikan nilai, pendekatan penanaman nilai, pengembangan moral kognitif, 
analisis nilai, klarifikasi nilai, dan pembelajaran tindakan (Superka, 1973). Desain penanaman 
nilai menitikberatkan pada internalisasi nilai pada pribadi peserta didik yang dapat dilakukan 
dengan memberikan contoh teladan oleh guru dengan penguatan positif. Kemudian pendekatan 
pengembangan moral kognitif merupakan pendekatan yang menyertakan peserta didik secara 
aktif untuk menggunakan akalnya terkait masalah moral dan pemecahan masalahnya. Salah satu 
aktivitas yang bisa dilakukan menggunakan pendekatan ini adalah diskusi kelompok yang diawali 
dengan penyajian cerita yang mengandung masalah. Selanjutnya pendekatan dengan sudut pan-
dang analisis nilai memberikan penekanan akan pemecahan berbagai problem yang mengandung 
nilai sosial, pengaplikasiannya dapat dilakukan melalui pengkajian kepustakaan, investigasi 
lapangan, dan diskusi kelas. Pendekatan klarifikasi nilai berusaha membangun kesadaran nilai 
dalam diri peserta didik melalui pendalaman perasaan dan perbuatan. Dialog, diskusi, dan menu-
lis bisa diterapkan dengan pendekatan ini. Terakhir pendekatan pembelajaran tindakan, pengap-
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likasikan dari pendekatan ini dapat dilakukan melalui aktualisasi diri dengan tindakan yang 
termoral, misalnya melalui pembelajaran berbasis projek (Sumaryati et al., 2019). 

Metode 

Desain penelitian Systematic Literature Review (SLR) mengidentifikasi dan mengelompokkan 
penelitian yang relevan, mengevaluasi hasil penelitian, dan menarik kesimpulan dari temuan yang 
ada (Goufh et al., 2012). Penelitian ini akan mereview artikel secara kualitatif dengan melakukan 
sintesa terhadap hasil penelitian yang ada menggunakan meta-agregasi. Pendekatan ini berfokus 
pada pengumpulan hasil penelitian yang akan dikaji dan meringkasnya untuk menjawab perta-
nyaan penelitian, sehingga akan menghasikan agregat dari berbagai penelitian yang relevan 
(Siswanto, 2010). Artikel akan dikumpulkan dari laman Garuda (Garba Rujukan Digital) Kemen-
dikbud, Google Scholar, dan ERIC (Education Resources Information Center). Terdapat lima 
langkah dalam melakukan Systematic Literature Review, antara lain (Francis C & Baldesari, 
2006): (1) Perumusan pertanyaan penelitian; (2) Proses pencarian artikel; (3) Pemilahan artikel 
berdasarkan kriteria; (4) Analisis dan sintesis temuan; (5) Pemberlakuan kendali mutu; dan (6) 
Penyusunan laporan akhir. 

Beberapa pertanyaan penelitian terbuka akan dicoba untuk dijawab dalam review ini. Peneliti 
melakukan pencarian artikel dengan mengetikkan kata kunci “pendidikan antikorupsi” pada 
laman Garuda, google scholar, ERIC. Agar artikel yang dianalisis dalam kajian ini sesuai dengan 
konteks penelitian dan kredibel, maka peneliti menentukan beberapa kriteria: (1) Artikel terbit 
dalam rentang waktu 2016-2022 (kriteria 1/K1); (2) Artikel tersebut menggunakan penelitian 
lapangan (kriteria 2/K2); dan (3) Hasil penelitian menunjukkan bentuk implementasi/praktik 
insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan (kriteria 3/K3). Artikel yang sudah sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan akan dianalisa berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini membatasi artikel yang digunakan hanya hasil penelitian lapangan karena peneli-
tian ini ingin menunjukkan berbagai bentuk implementasi insersi nilai antikorupsi yang telah 
dipraktikkan oleh sekolah maupun perguruan tinggi. 

Hasil dan Pembahasan 

Proses pencarian artikel dimulai dengan mengetikkan kata kunci “pendidikan antikorupsi” di 
laman Garuda, google scholar, dan ERIC. Pencarian diketiga laman menghasilkan 268 artikel 
terkait. Artikel akan melalui proses seleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, artikel 
terbit antara tahun 2016-2022 (K1), kajian menggunakan penelitian lapangan (K2), dan peneliti-
an memaparkan bentuk implementasi insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan (K3). 
Kriteria pertama telah menyeleksi artikel menjadi 202 artikel, tahap kedua tersisa 132 artikel, 
dan tahap terakhir tersisa 44 artikel yang telah memenuhi ketiga kriteria untuk menjadi artikel 
yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Penilaian kualitas dilakukan untuk memastikan bahwa 
artikel yang akan dikaji dalam penelitian ini memang artikel yang kredibel, sehingga hasil kajian 
ini bisa diterima keakuratannya.  

Sebaran artikel yang dianalisis dalam penelitian ini didominasi oleh artikel yang terbit pada 
tahun 2021 sebanyak 11 artikel, masing-masing terdapat 7 artikel pada tahun 2017, 2018, dan 
2022, 6 artikel pada tahun 2016, 4 artikel ditahun 2020, dan hanya ada 2 artikel di tahun 2016. 

Tabel 1. Hasil Kategorisasi Artikel 

No. Sumber  Jumlah Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Lolos Kriteria 
1. Garuda 187 139 105 31 31 
2. Google scholar 58 47 22 11 11 
3. ERIC 23 16 5 2 2 
 Total  268 202 132 44 44 

Cara dalam Implementasi Insersi Nilai Antikorupsi  

Solusi terhadap korupsi yang ada di Indonesia adalah pendidikan antikorupsi. Tujuan menda-
sar dari inisiatif pendidikan antikorupsi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman 
tentang korupsi untuk mengubah cara pandang dan sikap. Tujuan tersebut mengandung makna 
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bahwa pendidikan antikorupsi mencakup tiga dimensi, antara lain: kognitif, psikomotorik, dan 
afektif (Handoyo, 2013). Bentuk implementasi dari pendidikan antikorupsi berupa insersi atau 
integrasi nilai antikorupsi dapat dipraktikkan di lembaga pendidikan melalui berbagai cara. Ter-
masuk integrasi ke mata pelajaran atau mata kuliah, penyampaian nilai melalui metode pembel-
ajaran tertentu, kegiatan nonakademik, dan manajemen pendidikan berbasis nilai antikorupsi. 

Tabel 2. Mata Pelajaran atau Mata Kuliah dalam Insersi Nilai Antikorupsi 

No. 
Mata Pelajaran/Mata 

Kuliah 
Jumlah Penulis 

1. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) 

9 (Amiruddin & Afifah, 2021; Djoh, 2019; Gandamana, 2018; 
Habib et al., 2022; Murdiono, 2016; Rube’i & Sari, 2019; 
Ruslan et al., 2022; Shofiyuddin, 2018; Sutrisno, 2017) 

2. PAI 3 (Istiqamah & Asmar, 2022; Mumtahanah & Suyuthi, 2021; 
Suniti, 2021) 

3. PAK 9 (Basri et al., 2022; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018; 
Hasibuan et al., 2018; Ilham & Hardiyanti, 2020; Juwono, 
2021; Kristiono, 2018; Nadziroh et al., 2018; Kristiono, 
2019; Ramadhani, 2022) 

4. Kimia 1 (Erlawana, 2017) 
5. Akuntansi  3 (Siswanto, 2020; Siswanto et al., 2017; Suprapti et al., 2021) 
6. PAK (kearifan lokal) 1 (Muhaemin & Azis, 2019) 
7. Pancasila  1 (Halimah et al., 2021) 
8. Integrasi kurikulum 2 (Hapsari et al., 2020; Najih & Wiryani, 2021) 
 Total 29  

Terdapat 29 artikel yang membahas mengenai cara insersi nilai antikorupsi melalui mata 
pelajaran atau mata kuliah, sisanya 15 artikel membahas cara insersi nilai antikorupsi melalui 
cara yang lain. Nilai antikorupsi disisipkan melalui berbagai mata pelajaran, seperti PPKn, Pendi-
dikan Agama Islam (PAI), PAK (Pendidikan Antikorupsi), Kimia, Akuntansi, Pancasila, PAK 
berbasis nilai antikorupsi, dan integrasi antikorupsi ke kurikulum secara keseluruhan. Mayoritas 
artikel menggunakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila (PPKn) dan 
mata kuliah Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam insersi nilai antikorupsi.  

Ada 9 artikel yang membahas tentang mata pelajaran PPKn. Dominasi mata pelajaran PPKn 
dalam menyemai nilai antikorupsi memang benar adanya. PPKn mengandung muatan materi ke-
warganegaraan dan kebangsaan, sehingga tindak korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kewar-
ganegaraan (Zulqarnain et al., 2022). Selain itu, KPK juga telah mengeluarkan panduan implemen-
tasi pendidikan antikorupsi melalui PPKn (Anas et al., 2018). Tujuan akhir dari Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk good and smart citizen (Rube’i & Sari, 2019) 
sejalan dengan tujuan dari Pendidikan antikorupsi (Amiruddin & Afifah, 2021; Habib et al., 2022; 
Ruslan et al., 2022). Materi dalam mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan dalam Pendidik-
an antikorupsi salah satunya adalah Norma dan Penegakan hukum dijenjang SMP (Murdiono, 
2016). Dalam materi hukum dapat disisipkan berbagai macam upaya dalam pemberantasan 
korupsi. Pada kelas 10, materi Hukum dan Peradilan Nasional, bisa disisipkan bahasan pengertian 
korupsi, histori korupsi dan strategi pemberantasannya di Indonesia (Sutrisno, 2017). Beberapa 
bentuk praktik lain dalam integrasi pendidikan antikorupsi dalam PPKn dilaksanakan dengan me-
masukkan pokok bahasan korupsi dalam pembelajaran (Gandamana, 2018; Shofiyuddin, 2018). 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diintegrasikan melalui sub materi Fiqih untuk mendisku-
sikan prinsip kejujuran dalam perdagangan (Istiqamah & Asmar, 2022). Selain melalu materi 
Fiqih, bisa menggunakan Sejarah Kebudayaan Islam, Aqidah Akhlak, dan Qur’an Hadits 
(Mumtahanah & Suyuthi, 2021). Salah satu penelitian juga memberikan contoh topik yang bisa 
diinsersikan nilai antikorupsi yaitu “Mempertahankan Kejujuran sebagai Cermin Kepribadian” 
yang berfokus pada dalil Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan kejujuran (Suniti, 2021).  
Bahkan pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan kedalam mata pelajaran akuntansi melalui 
pengembangan karakter berbasis kultur sekolah (Siswanto et al., 2017). Penelitian mengidentifi-
kasi terdapat lima nilai antikorupsi yang terkandung dalam mata pelajaran akuntansi, kejujuran, 
keberanian, kedisiplinan, kerja keras, dan kemandirian (Siswanto, 2020). Bidang akuntansi ber-



262 – Systematic literature review: Implementasi insersi nilai antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi 

Copyright © 2023, Integritas: Jurnal Antikorupsi 
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print) 

hubungan langsung dengan keuangan, sektor ini cukup rawan akan tindak korupsi, sehingga 
penanaman nilai antikorupsi menjadi hal yang krusial (Suprapti et al., 2021). Di luar akuntansi, 
peneliti telah mendokumentasikan penggunaan permainan ular tangga untuk memperkenalkan 
cita-cita anti korupsi ke dalam pelajaran Kimia dan bahan ajar ikatan kimia (Erlawana, 2017).  

Jika di jenjang sekolah dasar dan menengah mayoritas menggunakan PPKn sebagai media 
menyemai nilai antikorupsi, maka perguruan tinggi menggunakan mata kuliah Pendidikan Anti-
korupsi (PAK). Pendidikan antikorupsi diberikan di perguruan tinggi karena mahasiswa harus 
dibekali alat pemberantasan korupsi sebagai agen perubahan dan menyebarkan pesan antiko-
rupsi di masyarakat (Wati, 2022). Selain itu, sebagai kaum intelektual, mahasiswa juga harus 
memiliki karakter yang baik, sehingga mereka juga tidak melakukan tindak pidana korupsi. Surat 
edaran No. 1016/E/T/2012 yang mengamanatkan penerapan Pendidikan Antikorupsi di ling-
kungan perguruan tinggi (Kadir, 2018). Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah menerap-
kan Pendidikan Antikorupsi seperti STIB Banyuwangi (Juwono, 2021), STAI Al-Musaddadiyah 
Garut (Basri et al., 2022), IAIN Kendari (Ilham & Hardiyanti, 2020), Universitas Negeri Semarang 
(Kristiono, 2018, 2019), Universitas Udayana (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018), dan Poltekkes 
Kemenkes Jakarta (Hasibuan et al., 2018).  

Selain melalui PPKn dan PAK, ada banyak temuan lain dalam insersi nilai antikorupsi. Penyisip-
an nilai antikorupsi ke dalam kurikulum (Hapsari et al., 2020; Najih & Wiryani, 2021) serta PAK 
berbasis kearifan lokal (Muhaemin & Azis, 2019) dapat digunakan untuk menyemai prinsip anti-
korupsi. Pilar kedua pendidikan antikorupsi, yaitu pembelajaran, mencakup perwujudan cita-cita 
antikorupsi melalui mata pelajaran atau kursus, dan telah diterapkan secara luas (Kemendikbud 
& KPK, 2012). Namun, literatur yang ada tidak membahas pilar pembelajaran pada muatan lokal 

Tabel 3. Metode Pembelajaran dalam Insersi Nilai Antikorupsi 

No. Metode Pembelajaran Jumlah  Tahun Penulis 
1. Web E-Learning (Moodle) 1 2017 (Palandi et al., 2017) 
2. Game Andorid 1 2021 (Aulianti et al., 2021) 
3. CARILEM 1 2017 (Ariani, 2017) 
4. Modul PPKn 1 2017 (Sutrisno & Murdiono, 2017) 
5. Neuroscience Approach 1 2018 (Suyadi, 2019) 
6. Gadget (handphone) 1 2021 (Saraswati & Soleh, 2021) 
7. Monopoli Antikorupsi 1 2016 (Nurhadiyati et al., 2016) 
 Total  7   

Artikel yang dianalisis dalam penelitian ini juga membahas terkait insersi nilai antikorupsi 
disampaikan melalui berbagai metode. Tujuh dari 44 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini 
membahas metode pembelajaran. Metode pembelajaran menjadi penting didalam proses pembel-
ajaran. Metode merupakan sarana dalam mencapai tujuan pembelajaran (Khoerunnisa & Abidin, 
2022). Media yang digunakan dalam menyemai nilai antikorupsi mulai dari media yang bersifat 
klasikal seperti modul, sampai kepada media yang berbasis teknologi. Media yang dikembangkan 
antara lain: website E-Learning (moodle), game android, CARILEM, modul PPKn, gadget, dan 
monopoli antikorupsi. 

Web E-Learning bisa dijadikan media dalam pendidikan antikorupsi yang dapat memuat ma-
teri yang dilengkapi dengan video atau animasi, soal latihan, dan link website. Media ini dikem-
bangkan oleh STIKI Malang (Palandi et al., 2017). Bahkan game berbasis android menjadi media 
dalam menyemai nilai antikorupsi, game ini dikembangkan oleh peneliti untuk siswa SD Negeri 
14 Bonto-bonto. Game terdiri dari 3 level dengan sembilan nilai antikorupsi (Aulianti et al., 2021). 
Gadget (handphone) dapat digunakan dalam pembelajaran melalui cerita yang mengandung 
unsur antikorupsi (Saraswati & Soleh, 2021). Selain melalui media berbasis teknologi, media 
konvensional seperti modul juga bisa digunakan, sebagai contoh modul PPKn bermuatan nilai 
antikorupsi dengan materi hukum dan peradilan materi kelas 10 (Sutrisno & Murdiono, 2017). 
Pendekatan neuroscience dapat diintegrasikan kedalam pendidikan antikorupsi dengan Pendi-
dikan Agama Islam (Suyadi, 2019). Kemudian pembelajaran CARILEM (membaca, bercerita, dan 
menonton film edukasi) juga telah dipraktikkan menjadi media pendidikan antikorupsi yang 
efektif dalam meningkatkan perkembangan anak (Ariani, 2017). Media Monopoli Antikorupsi 
(MONAKO) dapat disisipkan materi modul PAK dari KPK (Nurhadiyati et al., 2016).  
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Pembahasan mengenai metode atau media dalam penyemaian nilai antikorupsi termasuk 
kedalam pilar pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi. Web e-learning, game antikorupsi 
berbasis android, modul PPKn, PAK dengan pendekatan neuroscience, dan monopoli termasuk 
dalam inculcation approach karena menekankan pada penanaman nilai antikorupsi (Superka, 
1973). Gadget yang menyajikan cerita antikorupsi dan pembelajaran CARILEM bisa diklasifikasi-
kan pendidikan nilai dengan pendekatan cognitive moral development karena mendorong peserta 
didik untuk diskusi mengenai cerita yang dipaparkan (Superka, 1973). 

Tabel 4. Kegiatan nonakademik dalam Insersi Nilai Antikorupsi 

No.  Kegiatan Nonakademik Jumlah  Tahun Penulis 
1. Pendidikan Kecakapan 

Hidup Sehat (PKHS) 
1 2022 Sutikno et al. (2022) 

2. Kantin Kejujuran 1 2019 Putri (2019) 
3. Sosialisasi  3 2017, 2019, 2020 Alfiyati (2017; Andiana (2019); 

Kristiono et al. (2020)  
4. Seminar  1 2021 Wahyuni et al. (2021) 
 Total 6   

Sikap antikorupsi juga dapat ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. 
Memang penerapan pendidikan antikorupsi tidak hanya bisa mengandalkan melalui mata 
pelajaran atau mata kuliah saja, perlu usaha lebih untuk membangun nilai ini melalui habituasi 
(Harmanto & A.R., 2012). Kegiatan nonakademik mencoba membuat nilai-nilai antikorupsi men-
jadi budaya. Terdapat 6 artikel yang membahas nilai antikorupsi melalui aktivitas diluar kelas. 
Hasil telaah keenam artikel menginformasikan fakta bahwa kegiatan sosialisasi yang sering 
digunakan. Penggunaan sosialisasi berdasarkan alasan kemudahan dalam merencanakan dan 
implementasinya.  

Sosialisasi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh SMAN 6 Yogyakarta berkolaborasi bersama 
Kejaksaan Tinggi DIY (Alfiyati, 2017), SMP Negeri 10 Yogyakarta juga melaksanakan sosialisasi 
pendidikan antikorupsi sesuai dengan anjuran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Andiana, 
2019), dan SMK Texmaco Pemalang juga melakukan hal yang sama (Kristiono et al., 2020). Selain 
melalui sosialisasi, seminar pendidikan moral dan pendidikan antikorupsi mampu membangun 
kesadaran mahasiswa tentang nilai antikorupsi (S. Wahyuni et al., 2021). Pendidikan antikorupsi 
perlu dipraktikkan melalui pembiasaan dikehidupan sehari-hari, melalui kantin kejujuran 
(Rawanoko, 2019). Terakhir, Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) yang berprinsip General 
Education terbukti efektif untuk memproteksi diri dari tindakan yang bersifat koruptif (Sutikno 
et al., 2022). Kegiatan nonakademik ini masih termasuk dalam pilar pembelajaran, namun 
berfokus pada pengembangan diri bukan pembelajaran dikelas (Kemendikbud & KPK, 2012).  

Tabel 5. Manajemen Pendidikan dalam Insersi Nilai Antikorupsi 

No. Manajemen Pendidikan Jumlah  Tahun Penulis  
1. TK, SD, SMP, dan PKBM di Kabupaten Kepahiang 1 2022 Hamengkubuwono (2022) 
2. SMA Kesatrian 2 Semarang 1 2021 Sari (2021) 
 Total  2   

Manajemen pendidikan mencakup integrasi nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran dan 
mata kuliah, metode pembelajaran, dan kegiatan non-akademik. 2 dari 44 artikel yang dianalisis 
membahas penyemaian nilai antikorupsi melalui manajemen pendidikan. Membangun sistem 
pendidikan dengan prinsip antikorupsi dapat membantu mengembangkan cara pandang anti 
korupsi di kalangan peserta didik. Tindakan sekolah harus didasarkan pada prinsip-prinsip 
antikorupsi. Selaras dengan panduan yang diberikan KPK, terdapat tiga pilar dalam mewujudkan 
sekolah berbudaya antikorupsi, sistem manajemen sekolah yang akuntabel, pembelajaran, dan 
partisipasi aktif masyarakat (Kemendikbud & KPK, 2012). Penelitian selanjutnya harus menyeli-
diki penerapan prinsip-prinsip ini. Membangun pengelolaan pendidikan yang berbasis nilai 
antikorupsi menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyemai nilai antikorupsi, karena akan 
berdampak pada sistem pendidikan secara utuh.  

SMA Kesatrian 2 Semarang telah melaksanakan praktik manajemen pendidikan antikorupsi. 
Terdapat empat bagian dari proses manajemen tersebut meliputi perencanaan melalui pengem-
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bangan kurikulum integrasi nilai antikorupsi, pengorganisasian dengan pembagian tugas dan 
tanggung jawab, pelaksanaan pendidikan antikorupsi melalui integrasi ke mata pelajaran dan 
budaya sekolah, serta supervisi melalui observasi proses pembelajaran (Sari, 2021). Bentuk lain 
praktik manajemen pendidikan antikorupsi juga dicontohkan oleh satuan pendidikan di Kabupa-
ten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Proses manajemen pendidikan terdiri dari tiga tahap diantara-
nya: pengesahan peraturan daerah terkait praktik pendidikan antikorupsi, elaborasi kurikulum 
sekolah, dan lokarya penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
(Hamengkubuwono, 2022). Pengelolaan pendidikan antikorupsi dapat didasarkan pada dua 
pendekatan tersebut. Kajian yang membahas insersi antikorupsi melalui manajemen pendidikan 
termasuk kedalam pilar pertama pendidikan antikorupsi yaitu sistem manajemen sekolah 
(Kemendikbud & KPK, 2012). Sistem manajemen sekolah menjadi pilar yang penting dalam 
membangun budaya antikorupsi karena disinilah pendidikan antikorupsi didesain.  

Subjek atau Sasaran Praktik Insersi Nilai Antikorupsi  

Tabel 6. Sasaran dalam Insersi Nilai Antikorupsi 

No. 
Jenjang 
(subjek 

sasaran) 
Jumlah Penulis 

1. TK 3 (Ariani, 2017; Saraswati & Soleh, 2021; Suyadi, 2019)  
2. SD 3 (Nurhadiyati et al., 2016; Aulianti et al., 2021; Nadziroh et al., 2018)  
3. SMP 6 (Andiana, 2019; Gandamana, 2018; Habib et al., 2022; Mumtahanah & 

Suyuthi, 2021; Murdiono, 2016; Rube’i & Sari, 2019)  
4. SMA 13 (Alfiyati, 2017; Amiruddin & Afifah, 2021; Djoh, 2019; Halimah et al., 

2021; Istiqamah & Asmar, 2022; Muhaemin & Azis, 2019; Najih & 
Wiryani, 2021; Pritaningtias et al., 2019; Ramadhani, 2022; Sari, 2021; 
Shofiyuddin, 2018; Sutrisno, 2017; Sutrisno & Murdiono, 2017)  

5. SMK 5 (Kristiono et al., 2020; Siswanto, 2020; Siswanto et al., 2017; Suniti, 
2021; Suprapti et al., 2021)  

6. Perguruan 
Tinggi 

13 (Basri et al., 2022; Hapsari et al., 2020; Hasibuan et al., 2018; Ilham & 
Hardiyanti, 2020; Juwono, 2021; Kristiono, 2018, 2019; Palandi et al., 
2017; Rawanoko, 2019; Ruslan et al., 2022; Sutikno et al., 2022; S. 
Wahyuni et al., 2021; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018)  

7. Semua jenjang 1 (Hamengkubuwono, 2022) 
 Total  44  

Pendidikan antikorupsi sebaiknya diberikan sedari dini. Karena penanaman nilai disaat 
seorang individu masih berusia belia akan jauh lebih mudah dari pada ketika sudah dewasa. Jika 
diimplementasikan di sekolah, maka generasi masa depan bangsa bisa memahami tentang antiko-
rupsi dan pencegahannya (Perdana et al., 2021). Intervensi ini telah diterapkan mulai dari pendi-
dikan dasar hingga pendidikan tinggi, seperti yang ditunjukkan dalam artikel sebelumnya. Artikel 
yang membahas implementasi insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan sebagian besar 
dilaksanakan di SMA dan perguruan. Pada tahapan ini peserta didik berada di fase menuju dewa-
sa, artinya mulai memasuki fase kematangan berpikir dan nilai-nilai antikorupsi mampu terinter-
nalisasi dengan baik. Selain itu, pada tahun 2045, bonus demografi akan diperoleh negara 
Indonesia, sehingga peserta didik yang berada dijenjang SMA/MA/SMK maupun mahasiswa yang 
akan menjadi masa depan bangsa Indonesia (Ubwarin et al., 2020). Tentunya generasi kita harus 
dipersiapkan untuk melawan korupsi. Terdapat 6 artikel yang membahas implementasi Pendidik-
an antikorupsi di SMP, 5 artikel pada jenjang SMK, masing-masing 3 artikel untuk SD dan TK, dan 
terakhir 1 artikel menjelaskan implementasi model manajemen Pendidikan antikorupsi disemua 
jenjang sekolah di Kabupaten Kepahiang.  

Metode yang Sering Digunakan dalam Penelitian Praktik Insersi Nilai Antikorupsi 

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas artikel menggunakan metode penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap penyebab fenomena secara menda-
lam, dan diinterpretasikan dan disimpulkan berdasarkan konteksnya (Harahap, 2020). Insersi 
nilai antikorupsi dalam bentuk implementasi program yang perlu digali informasinya mengguna-
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kan metode ini. Sebanyak 32 artikel menganalisis aktualisasi pendidikan antikorupsi diberbagai 
jenjang pendidikan, mulai dari analisis penjabaran aktivitas yang dilakukan hingga identifikasi 
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Metode kuantitatif, 8 
artikel mengukur besaran dampak dari pelaksanaan praktik insersi nilai antikorupsi. Terakhir 
terdapat 4 artikel yang menggunakan metode penelitian pengembangan untuk mengembangkan 
media atau modul pembelajaran, penggunaan metode penelitian pengembangan mendeskripsi-
kan proses pengembangan produk mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi produk sampai 
produk. 

Tabel 7. Metode yang digunakan dalam Penelitian Insersi Nilai Antikorupsi 

No. Metode  Jumlah  Penulis 
1. Kuantitatif 8 (Basri et al., 2022; Halimah et al., 2021; Najih & Wiryani, 2021; Rube’i 

& Sari, 2019; Saraswati & Soleh, 2021; Siswanto, 2020; Siswanto et al., 
2017; Sutikno et al., 2022)  

2. Kualitatif 32 (Alfiyati, 2017; Amiruddin & Afifah, 2021; Andiana, 2019; Ariani, 2017; 
Djoh, 2019; Erlawana, 2017; Gandamana, 2018; Habib et al., 2022; 
Hamengkubuwono, 2022; Hapsari et al., 2020; Hasibuan et al., 2018; 
Ilham & Hardiyanti, 2020; Istiqamah & Asmar, 2022; Juwono, 2021; 
Kristiono, 2018, 2019; Kristiono et al., 2020; Muhaemin & Azis, 2019; 
Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Murdiono, 2016; Nadziroh et al., 2018; 
Ramadhani, 2022; Rawanoko, 2019; Ruslan et al., 2022; Sari, 2021; 
Shofiyuddin, 2018; Suniti, 2021; Suprapti et al., 2021; Sutrisno, 2017; 
Suyadi, 2019; S. Wahyuni et al., 2021; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018)  

3. Pengembangan 4 (Aulianti et al., 2021; Nurhadiyati et al., 2016; Palandi et al., 2017; 
Sutrisno & Murdiono, 2017) 

 Total 44  

Sintesis Temuan 

Pelaksanaan praktik insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan melalui berbagai cara 
mulai dari integrasi nilai ke mata pelajaran atau mata kuliah, penggunaan metode pembelajaran, 
kegiatan nonakademik, dan manajemen pendidikan. Sudah banyak upaya yang sudah dilakukan 
dalam rangka melawan korupsi dari sisi dunia pendidikan, namun untuk pemerataan implemen-
tasi program ke setiap daerah di Indonesia masih dipertanyakan. Praktik yang dilaksanakan 
berimplikasi positif terhadap upaya pembentukan generasi yang menolak korupsi, baik dalam 
dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman 
serta sampai kepada perubahan perilaku. Nilai antikorupsi dalam pembelajaran seyogyanya 
disampaikan dengan cara-cara yang kreatif. 

Berdasarkan temuan dari 44 artikel, ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan 
program ini, diantaranya: (1) Komitmen yang kuat dari warga sekolah (Gandamana, 2018); (2) 
Dukungan pemerintah (Gandamana, 2018); (3) Kepribadian peserta didik (Shofiyuddin, 2018); 
(4) Keteladanan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Shofiyuddin, 2018); (5) 
Dukungan sarana dan prasarana (Alfiyati, 2017); dan (6) Tersedianya dana (Alfiyati, 2017). 
Terdapat dua kategori faktor pendukung, internal dan eksternal. Faktor internal berupa kesadar-
an yang tinggi akan bahaya korupsi. Sementara dari sisi eksternal, berupa dukungan dalam bentuk 
fasilitas, dana, dan partisipasi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan program. 

Suatu program pasti juga menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: (1) 
Infrastruktur akademik yang tidak mendukung pembentukan perilaku integritas (Mumtahanah & 
Suyuthi, 2021); (2) Keterbatasan waktu (Murdiono, 2016); (3) Kesulitan memilih metode pembel-
ajaran yang tepat (Murdiono, 2016); (4) Problem guru dalam integrasi pendidikan antikorupsi ke 
mata pelajaran yang dirasa masih sulit (Murdiono, 2016); (5) Kondisi lingkungan sekitar yang 
menganggap korupsi menjadi hal yang biasa (Murdiono, 2016); (6) Minimnya kesadaran peserta 
didik (Nadziroh et al., 2018; Shofiyuddin, 2018); (7) Lingkungan keluarga yang tidak mendukung 
(Shofiyuddin, 2018); (8) Pengaruh negatif dari luar yang memaksa siswa untuk berbuat tidak 
jujur (Shofiyuddin, 2018); (9) Minimnya sosialisasi dari KPK (Shofiyuddin, 2018); (10) Kebiasaan 
perilaku koruptif yang muncul di sekolah (Nadziroh et al., 2018); (11) Kurangnya perhatian dari 
stakeholder terkait penyelenggara pembelajaran PAK (Ruslan et al., 2022); (12) Kemampuan 
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peserta didik yang minim dalam mengorganisasi diri (Hapsari et al., 2020); (13) Keterbatasan 
buku tentang pendidikan antikorupsi (Andiana, 2019); dan (14) Belum ada struktur birokrasi 
tersendiri berkaitan dengan pendidikan antikorupsi (Andiana, 2019). Hambatan dalam pelaksa-
naan praktik ini juga berasal dari internal dan eksternal. Hal yang dapat menjadi faktor internal 
yang menghambat implementasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran terkait korupsi, 
dan terkadang masih melakukan tindakan koruptif. Faktor eksternal bersinggungan dengan 
kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan praktik. 

Penelitian satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi celah dalam literatur. Kendala metode 
pembelajaran bisa diatasi dengan pengembangan media atau modul pembelajaran pendidikan 
antikorupsi. Pengembangan media dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil yang positif yang 
artinya produk layak digunakan. Selain itu, partisipasi seluruh komponen sekolah dalam program 
tersebut harus dicapai untuk membangun generasi antikorupsi. 

Simpulan 

Mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, insersi nilai antikorupsi telah banyak dite-
liti. Usaha dalam menyemai nilai antikorupsi memang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan 
dan konsisten, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Peserta didik SMA dan 
mahasiswa menjadi sasaran disebagian besar artikel. Cara dalam integrasi nilai antikorupsi juga 
sudah bermacam-macam, mulai dari insersi ke mata pelajaran atau mata kuliah mayoritas 
menggunakan mata pelajaran PPKn, penggunaan metode pembelajaran tertentu, pelaksanaan 
kegiatan nonakademik dengan dasar nilai antikorupsi, dan manajemen pendidikan antikorupsi. 
Apabila pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara komprehensif pada seluruh aspek 
pendidikan, maka seluruh aspek tersebut akan saling mendukung. Sektor pendidikan sudah mulai 
banyak membantu pemerintah dalam upaya membangun perilaku antikorupsi melalui penana-
man nilai antikorupsi. Dimasa depan, besar harapan program ini bisa terus berkembang dan 
berdampak besar untuk generasi muda dalam membentuk generasi yang berintegritas. 
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